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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengapgmdapatan asli
daerah dan dana alokasi umum terhadap belanjahd&Favinsi Jawa Timur
Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalabtade penelitian
kuantitatif dengan menggunakan tehnik analisis datansi klasik, regresi linier
berganda dan uji hipotesis yang diolah dalam SEEfigical Package for the
Social Science) for windows versi 16.0.

Hasil Analisis menunjukan bahwa Pendapatan AslerBfa dan DAU
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Aloksianja Daerah. Jika
dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alakiaslanja daerah lebih dominan
terhadap Pendapatan Asli Daerah daripada DAU. BarHan uji t dengan
perhitungan SPS$or windows versi 16.0 dapat disimpulkan bahwa diantara
variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasimuryang mempunyai
pengaruh paling dominan terhadap alokasi belangaatiaProvinsi Jawa Timur
adalah variabel pendapatan asli daerah. Karena nila ting Variabel

pendapatan asli daerah lebih besar dari pgga tvariabel dana alokasi umum

yaitu 2,845 > 1,332 maka keputusan Ho ditolakhgatipendapatan asli daerah
mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadakasidelanja daerah di
Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana AlokasubmBelanja Daerah.

l. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi reformasi dan tuntutan traresp yang
semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibatuhRKidak hanya
untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitaspitgtega untuk
kebutuhan pertanggungjawaban kepada banyak pihads yemerlukan.
Untuk itu, tuntutan penyediaan informasi termasuforimasi keuangan
dan akuntansi semakin dibutuhkan.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan
dilakasanakan pemerintah meliputi rencana pendapbtdanja, transfer,
dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupialg geasusun menurut
klasifikasi tertentu secara sistematis untuk saiode (PP No. 24 Tahun
2005)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemenntaha
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh rpeale daerah dan
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DPRD yang kemudian ditetapkan dengan peraturanada@?ERDA).
Dengan demikian APBD kabupaten / kota berarti reada@uangan seperti
dimaksud yang disetujui bersama antara Bupati/ kbti dengan DPRD
Kabupaten / Kota. Struktur APBD kabupaten/ kotaupakan kesatuan
yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja dadah pembiayaan
daerah.

. APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan nthu
Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan PetaralRakyat Daerah
(PP No0.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP No&draBun 2005
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah neenkauangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disdiajgama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dergyatuPan Daerabh.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumberipaan
yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbyhaalam otonomi
daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangatintdit dalam
pembiayaan pembangunan daerah dan pelayaan kepaglarakat.

Penyerahan berbagai kewenangan dari PemerintahekedeP
disertai dengan penyerahan dan pengalihan masatahigyaan. Sumber
pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapata Daerah
(PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang dledasi pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekaydaerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningk&AaD dalam jumlah
yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilasg lebih,
memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat nmkegiesumber
pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintatatpyang secara
langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Dalam Undang-undang No0.32 Tahun 2004 disebutkarwdah
untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daeraherifgah Pusat
akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri Dama Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana B&éigsil yang
terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamidaga Perimbangan
tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber paadaendiri berupa
Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, danld&npendapatan
daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersedmraltkan kepada
Pemerintah Daerah. Dana transfer dari PemerintahtRligunakan secara
efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalamningikatkan
pelayanannya kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dar
pendapatan APBN vyang dialokasikan dengan tujuan eps&aan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanatukebudaerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembdgran untuk daerah
melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasdetang menimbulkan
ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyangiopajak dan
Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbata® s@jumlah
daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umurtetdkr pada
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kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdaspektimbangan
atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masiaging daerah
(Undang-undang No0.33 Tahun 2004).

Anggaran belanja daerah didasarkan pada kebutwerald akan
sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pekdksa tugas
pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dala@mjglasan Undang-
Undang nomor 33 Tahun 2004, salah satu variabeyj yaancerminkan
kebutuhan atas penyediaan saran dan prasaranah ddak wilayah.
Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulahméwhkan sarana dan
prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untaiggran kepada publik
bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yidag begitu luas.

DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentui da
pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan daRBN. DAU untuk
suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertgang menekankan
pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaragarde
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formuta pgahitungan
DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang (UU No.8Buh 2004).

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan
dipergunakan untuk membiayai penyelenggaran uruBamerintah
Daerah. Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa hkeldagrah dirinci
menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, gmggrkegiatan,
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanjeelaBja daerah
dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaararurpemerintah
yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupates/ang terdiri dari
urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang persogiya dalam
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersanasaaRemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaran rurusajib
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkaralkas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daena@y gavujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidik&sehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak aseriengembangkan
sistem jaminan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti itertantuk
melakukanpenelitian tentang Pengaruh Pendapatain Dedrah (PAD)
Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Betabjaerah Pada
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

. TELAAH LITERATUR
A. Anggaran Daerah
Anggaran merupakan satu instrumen penting di dahamajemen
karena merupakan bagian dari fungsi manajemen.ubiadbisnis maupun
di organisasi sektor publik, termasuk pemerintahggaran merupakan
bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secaran. Bahkan, di
akuntansi pemerintahan dibuat pencatatan anggarangingat anggaran
adalah bagian penting dalam aktivitas pemerintgdBahtiar dkk, 2002)..
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Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akakaddaakan
pemerintah meliputi rencana pendapatan, belagasfier, dan pembiayaan
yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun nuerilasifikasi tertentu
secara sistematis untuk satu periode (PP No. 24rT2005).

Menurut PP No.24 Tahun 2005 Anggaran PendapatarBelamja
Daerah merupakan rencana keuangan tahunan perharintiaerah yang
disetujui oleh DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjulisyzgkat
APBD, adalah suatu renacana keuangan tahunan Dgarahditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Str&d&BD merupakan
satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Dadalanja Daerah dan
Pembiayaan (Kep. Menteri Dalam Negeri No. 29 TakoR).

Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempupgagaruh
penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangatgrariain karena:

1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

2) Anggaran merupakan target fiskal yang mnggambakesgimbangan
antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yarggrdian.

3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang menkitiksekuensi
hukum.

4) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pernadrin

5) Hasil pelakasanaan anggaran dituangkan dalam lap&euangan
pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawabaeripgah kepada
publik (Darise Nurlan, 2008: 133).

. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumberipaan yang
harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhabafam otonomi daerah
ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntatard pembiayaan
pembangunan daerah dan pelayaan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Path) &o. 33
Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber PendapataD&eslah terdiri:

a. Pajak Daerah,
b. Retribusi Daerah,
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal
“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yangotibedaerah dari
sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang diguberdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perunddaggan yang
berlaku” Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerideenah
yang asli digali di daerah yang digunakan untuk ahathsar pemerintah
daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-ukerah untuk
memperkecil ketergantungan dana dari pemerintasaitpus
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C. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum dibagikan kepada daerah berasaA&@BN
dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuamgan daerah dan
nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBDNana ini
dialokasikan 10% untuk propinsi dan 90% untuk kalbep/kota
(Suparmoko, 2002: 42).

Fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitasalfiSRAU
suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya cielkdl sSuatu daerah, yang
merupakan selisin antara kebutuhan daerah dan gpodeerah. Alokasi
DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetaputuhan fiskal kecil
akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebajkndaerah yang
poetensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalabemkan memperoleh
alokasi DAU relatif besar (Darise Nurlan, 2008: 137

. Alokasi Belanja Daerah

Menurut Nunuy Nur Afifah (2009: 15) belanja daenateliputi
semua pengeluaran dari rekening kas umum daeralj ga@mngurangi
ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalamtafaim anggaran dan
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali olelhatiae

Menurut Halim (2004: 100) belanja daerah diklasisikan
menurut Klasifikasi ekonomi (jenis belanja), orgasi, dan fungsi.
Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanjagydi dasarkan pada
jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitdasifikasi ini meliputi
belanja operasi, belanja modal, belanja tidak w®adudan transfer.
Klasifikasi kedua adalah menurut organisasi, yalasifikasi berdasarkan
unit organisasi pengguna anggaran. Sementara lasifikasi menurut
fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada $ufghgsi utama pemda
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

METODELOGI PENELITIAN

. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data
Data kuantitatif yaitu berupa Laporan Realisasi gargn
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur utdbkin anggaran
2007-2008
2. Sumber Data
Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalata gg&kunder yang
bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD KataungKota di
Jawa Timur yang diperoleh dari Situs Dirjen Peringan Keuangan
Pemerintah Daerah di Internet. Dari laporan ResilisdBD diperoleh
data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanjaabad’endapatan
Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum pada tahun 22008.

. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara meto#endentasi.
Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat me&nghitung data-
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data yang berhubungan dengan penelitian. Peneliiarmenggunakan
metode sensus dengan mengambil sebagian populi&si sgbanyak 20
Kabupaten/Kota di Jawa Timur
C. Tehnik Analisis Data
Tehnik analisis data merupakan cara yang utamandign untuk
mengolah data yang terkumpul sehingga dapat meitkdrassuatu
kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apalgata dalam
penelitian ini menggunakan program SPSStistical Package for the
Social Science) for windows versi 16.0.
a. Uji Instrumen.
a. Uji Normalitas
b. Uji Asumsi Klasik
1.Uji Multikolinearitas
2.Uji Heteroskedastisitas
3.Uji Autokorelasi
c. Analisis Linear Berganda

Rumus regresi linear berganda (Duwi Priyatno, 282)0adalah:

Dimana:
Y =Alokasi belanja daerah
X1 =Pendapatan asli daerah
X2 =Dana alokasi umum
a =Bilangan konstanta
b =Koefisien regresi

d. Uiji Hipotesis
Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitiaadalah nilai t
dan nilai F.

HASIL PEMBAHASAN

Analisis Linier Berganda

Pada penelitian ini teknik analisis data yang dakam adalah regresi
berganda. Teknik analisa ini digunakan untuk meiget besarnya
pengaruh antara pendapatan asli daerah dan dakesialonum terhadap
alokasi belanja daerah. Dalam penelitian ini, hasgresi menggunakan
unstandardized coefficients. Persamaan liniear dari hasil regresi yang
didapat adalal¥ = 2.049.000.000.000.000 + 0.605 X, - 0.284X,

Pada persamaan regresi tersebut, koefisien regeesiapatan asli daerah
berpengaruh positif terhadap alokasi beanja daeh koefisien dana
alokas umum tidak berpengaruhterhadap alokasi éy@alaerah. Dari hasil
koefesien regresi yang didapat menunjukkan, fagémdapatan asli daerah
(x1 = 0,605) menjadi faktor terbesar yang mempengaailtkasi belanja
daerah, kemudian untuk dana alokasi umum #£x -0,284) tidak
mempengaruhi alokasi belanja daerah.
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Pengujian Hipotesis

Uji — t ini digunakan untuk membuktikan adanya emd) yang signifikan

antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi uerlnadap alokasi
belanja daerah. Pengujian hipotesis secara palaialvariabel independen
yang meliputi pendapatan asli daerah, dana alakasm dan dana alokasi
belanja daerah. pendapatan asli daerah berpenpgasitif terhadap alokasi
belanja daerah (uji-t = 2,845 dengan sig. 0,07ahadalokasi umum tidak
berpengaruh positif terhadap alokasi belanja dagealgan (uji-t= -1,332).

Pengujian secara Silmutan (Uji F)

Dari hasil pengujian diperoleh nilai F sebesar 8,5@9engan nilai

signifikansi sebesar 0,016 < 0,05 maka hipoteseyicia yaitu pendapatan
asli daerah dan dana alokasi umum secara bersam@a-barpengaruh
terhadap alokasi belanja daerah.

Pembahasan

1. Pendapatan asli daerah
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa peatdapasli daerah
berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah. kasgesuai dengan
hipotesis 1, bahwa pendapatan asli daerah menpkkigaruh positif
terhadap alokasi belanja daerah. Penelitian iniukdikan dengan
menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,845 aengjgnifikansi
sebesar 0,007.

2. Dana alokasi umum
Berdasarkarhasil penelitian diperoleh bahwa dana alokasi untidiak
berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah. Hasitidak sesuai
dengan hipotesis 2, bahwa dana alokasi umum mermpédikgaruh positif
terhadap alokasi belanja daerah. DAU tidak berpeingakarena
kebutuhan sulit diperkirakan dengan rumus alokasium, dan
kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nakidhemerintah
Daerah hanya memberikan program-program yang lthcapai seperti
pada bidang kegiatan pendidikan, kesehatan, infidst, kelautan dan
perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan dadeah lingkungan
hidup. Sifat DAU secara penggunaan tergantung @&asat bukan
Daerah, sehingga DAU tidak mempengaruhi alokasarjal daerah
secara signifikan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Jawa Tirdyseroleh bahwa
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadakasi Belanja
Daerah. Karena pendapatan asli daerah merupakashegsan yang
diperoleh asli dari daerah itu sendiri. Sehinggemaden tinggi nilai
Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka sentedggi juga nilai
Belanja Daerah yang harus dikeluarkan oleh PenaérinDaerah.
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Sebaliknya jika nilai Pendapatan Asli Daerah yadlittasilkan rendah
maka nilai Belanja Daerah yang dikeluarkan jugalaén

2. Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Jawa Tirdigeroleh bahwa
Dana Alokasi Umuntidak berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja
Daerah. Karena kebutuhan sulit diperkirakan denganus alokasi
umum, dan kebutuhan merupakan komitmen atau @ontasional.
Sehingga berapapun nilai Dana Alokasi Umum yargyidita maka tidak
berpengaruh terhadap nilai Belanja Daerah.

3. Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Jawa Tirdigeroleh bahwa
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum selsarsamaan
berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daebmgan demikian
dapat dijelaskan bahwa jika variabel pendapatandasirah dan dana
alokasi umum ditingkatkan, maka akan diikuti dengaaningkatnya
alokasi belanja daerah dan sebaliknya jika varigimtdapatan asli
daerah dan dana alokasi umum menurun, maka akk&uatiddengan
menurunnya alokasi belanja daerah.

Saran

Untuk meningkatkan Alokasi Belanja Daerah maka Renad Provinsi

diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Patadtapsli Daerah dan

memanfaatkan daerah yang memiliki potensi wisatagale memberikan
fasilitas sehingga daerah tersebut bisa berkemlisanig memberikan pajak
dan retribusi pada tempat-tempat tertentu sebagpayau untuk

menambahkan nilai pendapatan asli daerah. Demikiga Pemerintah

Provinsi Jawa Timur agar terusengupayakan untuk bisa menarik Dana

Alokasi Umum sebesarmungkin, dengan memaksimalkan kriteria

pengalokasian DAU vyaitu kriteria umum, kriteria klig, dan kriteria

teknis. Sehingga Pemerintah Pusat bisa memberigamamy untuk jumlah
nilai DAU yang dikeluarkan agar dapat memenuhi rsardan prasarana
mayarakat Provinsi Jawa Timur serta terciptanyajkbseraan masyarakat
yang aman dan nyaman
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